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Pel aksanaan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah dapatmenyediakan pelayanan
publik menjadi lebih efisien dan efektif. Penyediaan pelayanan publik dapat dilakukan oleh institusi yang
berkedudukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat membuat keputusan berbasis keinginan dan
kebutuhan publik. Pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang menjadi tolak ukur
kesegjahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, bidang pendidikan merupakan salah satu
kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini berarti, bahwa pernerintah pusat
menyadari makna penting kontribusi daerah dalam mengembangkan dan memajukan bidang pendidikan
sesual dengan potensi masingmasing daerah.

Penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran tentang cakupan pelayanan publik yang dilakukan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang baik yang bersifat wajib maupun tambahan. mengetahui
faktor-faktor yang membentuk model pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidlkan dan

K ebudayaan K ota Tangerang, serta menggambarkan model pelayanan publik yang sesuai dengan
karak.teristik dan potensi Kota Tangerang. Penelitian mencoba memverifikast model layanan publik yang
dipopulerkan oleh Steave Leach, dkk. Data dikumpulkan dari responden yang dipilih secara purposive.
Responden berasal dart unsur dinas pendidikan dan kebudayaan, yayasan pendidikan, tegidlatif, dan lembaga
swadaya masyarakat. Jumlah responden terdiri dari Dinas Pendidikan 6 orang, Y ayasan Pendidikan 15
orang, Legidatif 5 orang, dan LSM 3 orang. Instrumen pengumpul data menggunakan kuesioner. Data yang
terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskriptlf kuantitatif. Penentuan model layanan publik serta
gambaran ten!ang layanan publik dilakukan dengan menggunakan uji ANOV A Pengolahan data secara
statistik menggunakan software SPSS versi 12.

Berdasarkan data yang dlolah, dapat ditemukan bahwa peran Dinas Pendidikan dan

K ebudayaan K ota Tangerang dalam penyelenggaraan layanan publik dapat disimak dari TUPOK S| (tugas
pokok dan fungsi) perangkat daerah yang disusun oleh pemerintah daerah. Dinas pendidikan dan
kebudayaan K ota Tangerang memberikan layanan publik meliputi penyediaan layanan secara langsung,
pengaturan melalui kebijakan peraturan, dan pemberian bantuan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
sektor publik masih kuat dibandingkan sektor swasta dalam menyediakan |layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang diolah, ditemukan bahwa dimensi ekonomi ditandai dengan kuatnya sektor publik,
dimensi politlk yang menunjukk.an berlakunya demokrasi perwakilan, dan dimensi pemerintahan yang
menandai kuatnya pemerlntah daerah maka bisa disimpulkan bahwa model pemerintahan daerah yang
dianut oleh pemerintah kota Tangerang dalam bidang pendidikan cenderung traditional bureaucratic
authority dalam kerangka model yang dikembangkan oleh Leach, Stewart & Walsh (1994).
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Berdasar hasil perhitungan statitistik dengan menggunakan ujl Anova, arah model layanan publik bidang
pendidikan yang tepa! untuk Kola Tangerang adalah model residual enabler. Melalui model ini, peran
pemerintah dalam hal ini dinas dalam menyediakan layanan publik bidang pendidikan secara langsung dapat
dikurangi. Selanjutnya, penyediaan rayanan tersebut diberikan kepada masyarakat/swasta. Jadi pemerintah
hanya melakukan regulasi dan bantuan_ Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan
adalah perlu upaya penyiapan masatransisi dari model tradisional birokratic menuju model residual enabler.
Pemerintah sebaiknya melibatkan swasta dalam intensitas yang lebih besar lagi.

...... Implementing decentralization by otonomus can provide public service be more effective and efficient
Producing public service can be done by Instltusion where more near with its comunnity.

Education Is one of living subject which become to be indicator of public wellfare. In decentralization
context education matter is one of authority that given by central government to local govennent. It means
central goverment feel how interesting local goverment to contribute for-devel oping and providing base on
local's potention. This research is tend to describe area of public service that implemented by Educational
and Culture Board of Kota Tangerang, and to know how far dimension of public service models that
popularized by steave Leach can build the public service at Kota Tangerang, and describe the good model
public service according for Kota Tangerang.

Sample which istaken is 31 informants. It is taken from 4 elements, they are 8 informants from Dinas
Pendidikan, 5 informants from Local Representative Board, 3 informants from NGO, and 15 informants
from Educational Foundation. All informants is taken by purposive sampling technique for the sample
withdrawal. The entire questioner, which had been returned, was processed by using descriptive analysis and
analysis of variance.

Based on the data which have been collected and processed before the role of Educational and Culture of
Board of Kota Tangerang is very dominant. Thisinstitution Is producing and implementing most of public
service. There are lhree kinds of public service namely directly service, regulation, and ams. Based on the
datawhich have been collected and processed before , dimension oi public is stronger than economic,
polical dimension shows representative democration, and governmental dimension is very strong. It can be
concluded that educational of public service in Kota Tangerang tends using traditional bureaucratic
authority. Based on ihe data which have been collected and processed before, the way of model public
service tends to residual enabler modeL By this model. Educational and Cultural can reduce directly public
service and giving more authority for privat institution to handle it Government concentrates in regulation
and giving aims.

To realize conclusion above, it would be better if government doing synergism and private for preparing
transition time to replace traditional bureaucratic model with residual enabler.



